
5.Peraturan .

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5049);

2. Undang-UndangNomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nornor4278);

1.Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 lentang Pembentukan
DaerahTingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 13
ayat (3). pasal 14 ayat (3), pasal l5 ayat (5), pasal 21 ayat (4),
pasaJ 23 ayat (3), pasal 25 ayal (3) dan pasal 26 ayat (3)
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015
tenlang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing, perlu mcnctapkan Peraturan Walikota tentang
Petunjuk PelaksanaanPeraturan Daerah Kota PalembangNomor
14 tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan lzin
MempekerjakanTenagaAsing;

Menimbang

WALIKOTAPALEMBANG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA.ESA

PERATURANWALIKOTAPALEMBANO

NOMOR R1 TAHUN2016

TENTANG

PETUNJUKPELAKSANAANPERATURANDAERAHKOTAPALEMBANG
NOMOR14TAHUN2015 TENTANGRETRIBUSIPERPANJANGAN

IZIN MEMPEKERJAKANTENAGAKERJAASING

WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSISUMATERASELATAN



12. Retribusi ........

Dalam Peraturan Walikota ini YaL1g dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pernerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota

Palembang.
7. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA. adalah

warga negara lain (asing) pemegang visa dengan maksud
bekerja di Indonesia.

8. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut
TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia
yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga
kerja asing danj atau calon pengganti TKA'

9. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut
Pemberi KeIja TKA adalah badan hukum atau badan-badan
lainnya yang mcmpekerjakan TKA dengan membayar upah
atau imbalan dalam bentuk lain.

10. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya
disingkat RPTKA. adalah rcncana penggunaan TKA pada
jabatan waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

11. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Kepala
Dinas kepada pemberi kerja TKAyang lokasi kerjanya di Kota
Palembang.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANWALIKOTATENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURANDAERAH KOTA PALEMBANGNOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRlBUSI PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKANTENAGAKERJAASING

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015
ten tang Retribusi Perpanjangan lzin MempekeIjakan Tenaga
Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2015
Nomor 14);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (Bcrita Ncgara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 964);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nornor 216, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5358);

Menetapkan



BAB IV .

(1) Perpanjangan IMTA diterbitkan untuk digunakan sebagai
dasar perpanjangan Kartu IjinTinggal Scmentara.

(2) Perpanjangan IMTAdilakukan sesuai dengan jangka waktu
berlakunya RPTKAdengan ketentuan setiap kali perpanjangan
paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Setiap TKAyang diajukan untuk diperpanjang IMTA-nyaharus
memilikiTKIPendamping.

(4) Pernberi Kerja TKA wajib melaksanakan pendidikan dan
pelatihan kerja bagi TKI Pendamping untuk a1ih teknologi
sesuai dengan kualifikasi jabatan TKA.

(5) Untuk percepatan a1ih teknologi dan keahlian dan TKAkepada
TKi Pendamping, peJaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi TKl pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
juga dilakukan oleh Dinas dengan biaya dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

PRlNSlPDANSASARANPERPANJANGANIMTA
Pasal 3

BABIn

(1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
memberikan pelayanan perpanjangan IMTAbagi Pemberi Kerja
TKAyang lokasi kerja TKA-nyaberada di Kota.

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
a. melindungi TKAyang bekerja di wilayah Kota agar tetap

memiliki izin untuk bekerja serta dokumen lainnya yang
wajib di.miliki oleh Pemberi Kerja TKA sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. rnengetahui keberadaan TKA,baik dan kesesuaian jabatan
maupun jumlah TKAsebagai pendukung data perencanaan
tenaga kerja daerah;

c. mendukung upaya meningkatkan sumber pendapatan asli
daerah sekaligus upaya perlindungan serta pengawasan
ketenagakeIjaan yang lebih komprehensif,

(3) Ruang Jingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
a. prinsip dan sasaran perpanjangan IMTA;
b. tata cara perpanjangan IMTA;dan
c. pembinaan dan pengawasan.

MAKSUD,TUJUANDANRUANGLINGKUP
Pasal2

BAB 11

12.Retribusi Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Asingyang
sclanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah
pungutan atas pemberian perpanjangan IMTAkepada pemberi
kerja tenaga kerja asing

13.Pegawai Pengawas Ketenagakeljaan adalah Pcgawai Pengawas
yang telah rnemiliki sertifikasi di bidang pengawasan
ketenagakerjaan.

:



(3) Dalam .

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (3) tidak atau kurang lengkap, Dinas memberitahukan
kepada Pemberi Kerja.

(2)Pemberitahuan kelruranglengkapan berkas disampaikan oleh
Dinas kepada Pemberi Kerja TKA selambat-Iambatnya 2 (dua)
han setelah tanggal diterirna berkas pernohonan perpanjangan
IMTA.

Pasal6

(1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4
ayat (3) sudah lengkap, Kepala Dinas menerbitkan
perpanjangan IMTApaling lama 4 (ernpat) han terhitung sejak
diterimanya berkas permohonan perpanjangan IMTA.

(2) Dokumen perpanjangan IMTA ditandatangani oleh Kepala
Dinas.

(3) Dokumen perpanjangan IMTA dipergunakan oleh Dinas
sebagai dasar untuk pendataan, pembinaan dan pengawasan
TKA.

PasalS

(1) Pernberi Kerja TKA mengajukan permohonan perpanjangan
IMTA untuk TKA atau beberapa TKA kepada Kepala Dinas
dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
selambat-sclambatnya 30 ( tiga puluh) hari kerja sebelurn
jangka waktu IMTAberakhir

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan:
a. fotokopiIMTAyang masih berlaku;
b. bukti penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTAasli ke kas

daerah dan Bank Sumsel Babel;
c. fotokopipolis asuransi;
d. fotokopi keputusanRPTKAyang masih berlaku;
e. laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

TKI Pendamping;
f. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
g. rekomendasl dari instansi terkait untuk sektor tertentu.

(4) Apabila Pernberi Kerja TKA belum rnelaksanakan pelatihan
untuk TKI Pendamping pada saat mengajukan perpanjangan
IMTA,Pemberi Kerja TKAharus membuat surat pemyataan
yang menyatakan akan melakukan pelatihan keterampilan dan
keahJian bagi TKI Pendamping sesuai klasifikasi jabatan TKA
yang didampinginya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelurn masa berlaku Perpanjangan IMTAberakhir.

(5) Apabila pemohonan perpanjangan IMTA untuk TKA yang
bersangkutan di tahun berilrutnya tidak juga melampirkan
sertifikat pelatiban bagi TKI Pendamping maka permohonan
perpanjangan IMTAtersebut akan ditolak.

TATACARAPELAYANANPERPANJANGANIMTA
Pasal4

BABTV



(3) Apabila .

(1)Apabila Pemberi Kerja TKAmerasa keberatan atas perhitungan
Dinas terhadap biaya retribusi perpanjangan IMTA, make
Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan sccara
tertulis kepada Walikota dengan menyampaikan alasan yang
dapat dipertanggungjawabkan. .

(2) Batas waktu bagi Pemberi Kerja TKAuntuk dapat rnengajukan
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
selama 3 (tiga) hari setelah syarat administrasl untuk
perpanjangan IMTAtelah dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua
Tata Cera Pembayaran Pengangsuran dan

Penundaan Retribusi
Pasal9

(1)Bcsaran tarif rctribusi pcrpanjangan IMTAadalah USD 100
(seratus dollar Amerika) per orang per bulan dengan nilai kurs
yang berlaku pada saat Pemberi Kerja TKAmembayar retribusi
perpanjangan IMTA pada Bank Sumsel Babel yang telah
ditunjuk.

(2) Retribusi perpanjangan IMTAdibayar oleh Pemberi Kerja TKA
melalui rekening Pemerintah Kota.

KETENTUANRETRIBUSI
Bagian Kesatu

Penetapan Tarif Rctribusi
Pasa!8

BABV

Permohonan perpanjangan IMTAdapat ditolak apabila:
a. setelah Dinas mcmberitahukan adanya persyaratan yang

kurang dan Pemberi Kerja TKA tidak melengkapi kekurangan
persyaratan tersebut terhitung sampai dengan 15 (lima belas)
hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan
persyaratan ditcrirna oleh Pemberi Kerja;

b. terdapat ketidakscsuaian jenis jabatan yang diisikan pada
formulir perpanjangan IMTA dengan jerris jabatan yang
tertuang pada IMTAI RPTKA;

c. terdapat surat dan pihak Imigrasi, Kepolisian dan I atau
institusi pemerintah lainnya yang secara khusus
merekomendasikan penolakan perpanjangan IMTAuntuk TKA
tertentu;

d. surat penolakan perpanjangan IMTA tersebut disampaikan
kepada Pernberi Kerja TKA selarnbat-lambatnya 3 (tiga) han
kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan
perpanjangan IMTAdari Pernberi Kerja TKA.

Pasa! 7

(3) Dalam hal kekurangan persyaratan sudah dilengkapi oleh
Pemberi Kcrja TKA, Kepala Dinas menerbilkan perpanjangan
IMTApaling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak pemohon
melengkapi kekurangan persyaratan.



(1)Pernberi Kerja TKA dapat mengajukan pcrmohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Perpanjangan
lMTAapabila dianggap telah terjadi kesaJahan perhitungan
terhadap retribusi yang telah dibayarkan kepada Pemerintah
Kota melaJui Bank Sumsel Babel setelah 2 (dua) bulan
pembayaran

(2)kewajiban Retribusi Perpanjangan IMTAdilaksanakan dcngan
alasan yang jelas dan dapat dipcrtanggungjawabkan.

(3)Dinas akan membuat kajian, rumusan dan perhitungan ulang
terhadap permohonan Pemberi Kerja TKAyang mengajukan
pcrmohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
Perpanjangan lMTAyang telah dibayarkan sebelurnnya.

(4)Kajian .

Bagian Kclima
Tata Cara Pengembalian Keleblhan

Pembayaran Retribusi
Pasal12

(1) 30 (tiga puluh) han sebelum berakhir IMTAdan perpanjangan
IMTA, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan
secara tertulis kepada KepaJaOinas.

(2) Setelah 7 (tujuh) han masa berlaku IMTAdan perpanjangan
IMTA,Oinas akan menyampaikan surat tcguran secara tertulis
kepada pihak perusahaan atau Pemberi Kerja TKA da!am
wilayah Kota untuk melakukan permohonan perpanjangan
IMTAke Dinas.

(3) Oalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal sural
teguran/ surat peringatanj surat lain yang sejenis diterima oleh
Pemberi Kerja TKA, Pemberi Kerja TKA harus melunasi
Retribusi Perpanjangan IMTA

Bagian Keempat
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Retribusi

Pasa! 11

(1) Besaran nilai retribusi perpanjangan IMTA tertuang dalam
Surat Ketetapan Retribusi Oaerah yang menjadi dasar bagi
pemohon untuk mcmbayar rctribusi perpanjangan IMTAkc
Bank Sumsel Babel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Walikota ini.

(2)Tanda bukti penyetoran dan Bank Sumsel Babel dan syarat
lainnya sebagai dasar bagi Pemerintah Kota untuk
mengeluarkan perpanjangan TMTAtertuang daJam bentuk
Keputusan Kepala Dinas sebagaimana tercantum daJam
Lampiran III Peraturan Walikota ini,

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Bukti Pembayaran Retribusi

Pasal 10

(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditolak maka Pemberi Kerja TKA harus melaksanakan
kewajibannya untuk membayar retribusi perpanjangan IMTA.

(4) Apabila a!asan Pemberi Kerja TKA dapat diterima maka
Pemcrintah Kota akan mcmbuat kajian terhadap perpanjangan
IMTAdengan ketentuan diterima dengan proses perjanjian.



BAB Vl. .

Bagian Kesernbilan
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pasal 16

Dinas yang rnclaksanakan Pemungutan Retribusi Perpanjangan
IMTA dapat diberikan inscntif atas dasar pencapaian kinerja
tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan
mengacu kepada peraturan pcrundang - undangan yang berlaku.

Syarat permohonan yang telah lengkap menjadi dasar bagi
Pemberi Kerja TKA unruk membayar Retribusi Perpanjangan
IMTA yang dibuktikan melalui SKRD dan bukti penyetoran
melalui Bank Sumsel Babel yang telah ditunjuk.

Bagian Kedelapan
Tats Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal15

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 14

(1) Pemberi Kcrja TKAdapat mengajukan permohonan piutang
Retribusi Perpanjangan IMTAkepada Walikota apabila hak
untuk melakukan penagihan Retribusi Perpnajangan IMTA
mcnjadi kadaluarsa seteiah melampaui 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Perpanjangan
IMTA.

(2) Atas dasar pertimbangan dan kajian dari Dinas yang mengacu
pada peraturan pcrundang- undangan, Walikota dapat
mengeluarkan Keputusan tentang penghapusan piutang
retribusi terhadap Pemberi Kerja TKAsebagaimana tercantum
dalam Lampiran VPcraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan

dan Pembcbasan Retribusi
Pasal 13

(1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Rctribusi
Perpanjangan IMTA kepada Walikota setelah 2 (dua) bulan
pembayaran kewajiban Retribusi Perpanjangan IMTA
dilaksanakan dengan alasan yang jelas dan dapat
dipertanggungiawabkan.

(2)Atas dasar pertimbangan dan hasil kajian dari Dinas yang
mengacu pada peraturan perundang - undangan, Walikota
dapat mengeluarkan Keputusan tentang Pemberi Kerja TKA
yang dapat diberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IVPeraturan Walikota ini.

(4) ~jian, rumusan, dan perhitungan ulang sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Walikota untuk
menetapkan Keputusan Walikota yang berisikan menerima
seJuruhnya atau sebagian, ataupun menolak.



HAROBIN MASTOFA
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAJ-TUN2016 NOMOR &4-

Diundangkan di Palernbang
pada tanggal 30 O~{.\-ieE"1t.2016
SEKRETARlS DAERAH
KOTA PALEMBANG,

~~"V\h

HARNOJOYO

Dirctapkan di Palembang
pada tanggal :;0 DESf;MeE~ 2016

WALIKQTAtEM8ANG.

Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengund~ng~n
Peraturan Walikota ini dengan penerr.parannya dalarn Berita
Daerah KOla Palernbung.

Peraturan Walikota ini mulai bcrlaku ianggaldiundaugkan.

Pasal 19

:1) Pernberi Kerja TI<A yang sudah memiliki perpanjangan IMTA
yang diterbitkan oleh Kcpala Dinas dengan mnsa bcrlaku
sebelum tanggal berlakunya Peraturan Walikola im tidak
dikenakan retribusi.

(2) Pernberi Kerja TK/\ yang SUdAh mcrniliki perpanjangan IMTA
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan masa berlaku
melampaui tanggal berlakunya Pcraturan Walikota ini tidak
diwajibkan melunasi Rcu'ibusi Perpanjangan IMTA scsuai SiSA
waktu masa berlaku perpanjangan IMTA.

KE1'ENTUAN PERALll IAN
Pasal 18

BAB VJJ

(1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pernbmaan
terhadap Pernbcri Kerja dan TKA dengan mernperhaukan
pcraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pernbinaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (I) setiap ~ (bulan) kepada
Walikota.

(3) Pengawasan terhadap Pernberi Kerja TKA di'akukan oleh
Pegawai Pengawas Kctenagakcrjaan scsuai pcraturan
perundang-undangan yang berlaku

PEMBINAA:-.i DAN PENGAWASAN
PAsal 17

BAS VI



c. Surat Keterangan Lapor Din
(SKLDl
• Nornor
• Tanggal Dikeluarkan
• Masa Berlaku

b. Kartu Izin TinggaJ Terbatas
• Nornor
• Tanggal Dikeluarkan
• Masa Berlaku

c.
10. SUTat lzin Masl.Ik/Tinggal yg clitniliki ;

a. Visa
- .Ienia
• Nomor
• Tanggal Dikeluarkan
• Masa Bcrlaku

a.
b.

o Belum Kawino Kawin

4. Kewarganegaraan
5. Nomor Paspor

Tanggal Berlaku
6. Tempat Lahir
Tanggallahir
.Jenis kelamin

7. Status Perkawinan
8. Pendidikan Tinggi ")
9. Pengalaman Kerja °l

J. Nama
2. Alarnat di Luar Negeri
3. Alamat eli Indonesia

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN OIPEKF:RJAKAN ;

orang
orang
Sudah disahkan

Nomor Telepon dan Fax, e-Mail
4. Tempat Kedudukan Cabang
5. lzin Usaha : a. Dari

b. Nomor
c. Tanggal

6. Jenis Lapangan Usaha
Kode Telcnis

7. JumJah Tenaga Kerja : a. Indonesia
b. Tenaga Asing

8. Rencana Pcnggunaan Tcnaga Kerja
a. Nomor SK Pengesahan
b. Tahun berlaku s.d

I. Nama Perusahaan/Insransi
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab
~. Alamat Perusahaan/lnst.ansi

l. DATA PERMOHONAN 1211'1UNTUK M!,;MPEKERJAKAN TKA;

PERMOHONAN PERPANJANGAN IZll\ MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

L;\MPIKAN j

PERATURA~ WALIKOTA PALEMDAi'lO
NOMOR '(]L{ TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
OAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAlIUN
2015 TEI~TANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA



WAUKOTtLEMBANG

~

HARNCAJOYO

OJ Lampiran copy ijazah terakhirj'tanda bukti lain yang san

Tanda Tangan
Nama Terang

20 ....Palcrnbang,
PcnaJ1ggung .Jawab
Materai Rp, 6.000.-

Dcmikian permohonan ini kami isi dengan sesungguhuya dan kami bertanggungiawab
akan kebenarannya.

v. KETERANGAN LAIN YANG OfPANDANG PERLU

llda.k dopal
Tidak dapat

oo
Dapat
Dapat
US$

1. Perjanjian kerja berlaku sampai
dengan tanggaJ

2. Fasilitas dan gaji yang diberikan :
a. Peru mahan 0
b. Kcndaraan 0
c. Gaji per bulan TKA
d. Gaji per bulan TKl

IV. KONDISI KERJA

1. Nama Jabatan
Level -Jabatan :0 Pimpinan Mnnajer 0 Profesionalo Penasehar/ Advisor 0 Supervisor

2. Uraian -Jabatan (tugas, tanggllng:
jawab dan wewenang]

3. TKl sebagai Pendamping TkA
s. Pendidikan
b. Pengalrunan Kerja
c. Persyaratan untuk rnenrludu ki

-Jabatan
d. Diklat yang akan dilaksanakan

kepada TKI
c. Reneana waktu penggantian

TKAkepada iKl

III. JABATAN YANG AKAN OIlSI OLEH iF.NAGA KER,)A ASING:

d. Surat Kartu Kependudukan
- Nomor
. Tanggal Dikelunrkar •
. Masa Berlaku



HARNOJOYO

Tahun

Nama 'I
Alamat
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPI :
Tanggal Jatuh Tempo

No Kode Rekening I Urflian Retribusl I -.Jumlah

1 I I
2

3

IJ

5 Jumlah
Ketetapan t'OKOKt<emOUSI

Jumlah Sanksi : a. Bu.nga
b. Kenaikan

-IJumlah Kescluruhan
--1

Dengan Huruf :
PERHATIAN b
1. Harap penyetor dilakukan pada Bank Sumsel Babel Cabang Palemb ng
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu pahng lama :10iHl.ri S'·It.:lUI

SKRD
diterima at au (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi adrmmatrasi berupa bunga
sebesar 2%/ tahun

Palembang,
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA PALEMDANG

.................................................
NIP............................................ I

WALIKO' A PALEMBANG.

Masa

SKRD
[Surat Ketetapan Retribusi

Daerah)

BENTUK DAN lSI SKRD

LAMPIRAN II
PERATURAN WALfKOTA PALEMBANG
NOMOR 8li TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PER"TURAN
DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHlJN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERPAt~JANGA.~ IMTA



Pcrpanjangan Izin MempckeIjrumn Tennga Kerja Asing scbagairnana
dirnaksud dalam dikturn PERTAMA. berlaku sarnpai dcngan

Memberikan
perpanjangan ijin kcpada
AIamat
Jenis Usaha
UNTUK
MEMPEKERJAKAN
Nama Tenaga Kerja Asing
Tempat & Tanggal l.ahir
Kewargonegaraan
Alamat Ternpat Tinggru
Nomor Paapor
.Iabatan
LokasiKerja

MEMUTUSKAN'

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tanun 2003 rcntang
2. Ketenagakc:jaan;

Peraturan Menten Tenaga Kcrja dan Transrmgrasi Republik Indonesia
3. Nomor J fl Tahun 2015 Tcntang Tara Cara Penggunaan Tcnaga Kcrja Asing,

Keputusan Walikota Palcrubang Nornor 885 tahun 2008 len"H1g
Penunjukkan Kopala Dinas Tennga Kc.:rjtlKota Palernbang guna pcncr biran
perpanjangan lain McmperkeIjakan Tenaga Kerja Asing,

4. Peraturan Daerah KOlaPalembang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribu si
Perpanjangan IMTA;

a. Bahwa berdasarkan sur". pcrrnohonan perpanjaugan Il\1TA Nornor
...... Tanggal .

U. Bahwa pengguna TKA relah mendapat sural pengesahan RI'TKA
Nomor tanggal ;

c. Bahwadalam rangka peningkaran kualitas 1i bidang ,.., .
maka masih dibutuhkan Tcnaga Kerja Asing;

ct. Banwa berdasarkan pertimbangan terse but huruf a dan huruf b. perlu
ditcrbitkan Keputusan Kepala Dinas Tennga Kerja Kola Palembang lc.:mang
Pcrpanjangan lzin Mcmpekerjakan Tcnaga Kerja Asing.

PERPANJANGAN lZIN MEMPERKERJAKAK TENAOA KERJA ASING
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA F.SA

KEPALA Dn~AS TENAGA KERJA KOTA PALEMBANC

TENTANG

Nornor : 560/ /D1SNAKER/20 .

KE:PUTUSAN KEPAL/\ DINAS TEN:\ClAKERJA
KOTA PALJ::MBA;'IIG

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA Pi\LEMB.'\NO
NOMOR 9'1 TAHUN 2016
TENTMG PETUNJUK PELAKSANAA1'l PER1\TLIRA;'\
DAERAH K01'A PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRIBUSI PERPAN.JANGAN IMTA

KEDUA

Menetapkan
KESATU

Mengingat

Menimbong



H;\RNOJOYO

Tcmbusan disampaikan kepada yth :
1. Walilwta Palcmbang
2. Dirjen Pembina, Pcngawasun KClcnllgakcrjaan di Jakarta
3. Dirjcn lmigrasi di .Jakarta
4. Dirjen Pajak illJakarta
5. Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan di Palernbang

(NAMII TUANG
(PANGKAT)

(NIP)

r.rPAIAO!l~'S {WA(;' •E~I"
KOT~.PAlfMH")'/~

Ditetapkan di Palt:mbang
Pada tang~al .. ..l

Foro 1

4X6 \

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabil .. rerdapat
kckeliruan

KEEMPAT

Pcmegang IMTA wajih mernenuhi syarat-syarat seoagai bcriku t :
a. Memberikan pendidikan rpelauhan keterampilan kcpada Tenaga Kerja

Indonesia Pendamping dan mciaporkan hasilnya kepada Dinas Sosial
b. dan Tenaga Kerja Kala Pangkalpinang;

Tidak akan memindahkan jaoatan atau mempekcrjakan pada instansi
c. lain tanpa seizin Menteri Tennga Kerja dan Transmigrasi Republix

Indonesia;
d. Permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-Iarnbarnya 30 (tiga

puluh) hari kerja scbelurn jangka waktu berlakunya IMTAberakhir;
ApabiJa dikcmudian hari tcrnyata keterangan yang
diberikanydisebutkan dalam Permohonan 1M'!"" (TA2) tidak bcnar, maka
keputusan ini dapal dicabut;

KETIGA



5. Peraturan Pcrnerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Relnhusl
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribu si Perpanjangan Izm
Mempeketjakan Tenaga Kerja Asing [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nornor 216. Tarnbulran Lcmbaian Negara
Republik indonesia Nomor 5358);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 len tang Pernerinrahan Daerah
[Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor ?44.
Tambahan Lembaran Negara Republik lnrloneaia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 201S ICIHQng Pcrubahan kedua atm. Undnug
Undang Nornor 23 Tahun 2014 rcnrang Pcmcrinrahan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;;}\,
Tambahan Lernbarun Negara Rcpublik Indonesia Nornor ;;679):

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah clan
Retribusi Dacrahltembcran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2009
Nomar 130, TamlJahan Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor
5049);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ten lang Ketenagakerjaan
(Lernbaran Negara Republik ludonesia Tn-hun 200:l NllnlOT 3\-1.
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271'1).

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pernbcnrukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatcra Selatan (LcmbaraJ) N<.;g.ua
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomar 73. Tarnbahan L(:mbaI>UI
Ncgara Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat

1. bahwa berdasarkan Sural Pcrmohonan Pcngurangan, Keringanan atau
Pembebasan Pcrnbayaran Relribusi yang diajukan atas nama W~ib
Retribusi Nomor tanggal alas Pembayaran
Retribusi Perpanjangan lzin Mempekctjakan Tenaga Kcrja Asing alas
nama yang bersangkutan;

2. bahwa berdasarkan Laporan l lasil Pcneliuan Permohonan Pengurangan,
Keringanan atau Pernbcbasan Pernbayaran Retribusi Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga Keljn l\!ling Nomor : tanggal
.................. perlu rnenerbitkan Keputusan Walikora Palernbang tenrang
Pemberian Pengurangan, Keringanan arau Pembebasan Rerribusi
Perpanjangan Izin Mcmpekerjakan Tcnaga Kerja Asing Atas Nama W:Jjib
Retribusi ..

Mcnimbang

TE:NTANG

PEMBERIAN PENGURANOAN, KERINGANAN ATAU PEMDEBASAN RETRJRUSI
PERPANJANGAI'I IZIN MENGGIjNAKAN TEl\AGA KERJA ASI~G

ATAS NA. 1AWAJIB RETRIBUSI .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALlKOTA PALEMB:\NG,

KEPU':'USAN WALlKOTA PAL~:MBANG
NOMOR .... TAHUN 20 ....

LAMPIRA.N IV
PERATURAN WALIKOTA PAI.EMBANG
NO)'IOR 84 T,\i-IliN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAEPAH KOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN
2015 TENTANG RETRlBUSI PE:<PAN,JANGANI~fri\



HARNOJOYO

Tembusan disarnpaikan kcpada yth :
1. Kepala .
2. Kepala Dinas Tenaga Kcrja Kola Palernbang

HARN(AJOYO

Ditetapkan di Palcmbang
pada ianggal .. ..
WALIKOTA PALEMBt\NCl,

Keputusan Walikota ini mulai bcrlaku pada tauggal ditetapkanKEEMPAT

Apabila eli kernudian hari ternyata diketahui terdapai kekcliruan dalarn
Kepurusan Walikota ini akan riiperbaiki sebagaimana mcstinva.

KETIGA

Scsuru dcngan Dikrum Kesatu. jumlah rctnbusi yang haru« dibayar clan
jangka waktu penundaan sebagai berikur :
a. Jumlah relribusi : Rp .
h. Jumlah pcnguranganjkeriugauan Rp .
c. Jumlah rctribusi yatll; dibayarkan Rp. .

KEOUA

: ~ .

Menerima seluruhnya/rnenerirna sebagian/menolak GtAS Pcrmohonan
Pengurangan, Keringanan atau Pcrnbcbasan"] Pembayaran Rcrribusi
Pe':psnjangan 1~i.1lMempckerjakan Tenaga Kcrja Asing atas nama Wajii)
Retribusi :
Nama
Alamat

KESATU

Menetapkan:

MI::MUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah KUla Palcmbang Nomor 14 Tahun 20LS tcntang
Rclribusi Perpanjangan lzin Mempckerjakan Tenaga Kerja Alling
(Lembaran Oaerah KOlaPaJcmbang Tahun 2015 Nomor 14);

6. Peraturan Mcnteri Tcnaga Kerja dan Transrnigrasi Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2015 tenrang Tata Cara Pengguncan Tennga Kcrja
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9(14);



5. Peraturan Pcmcrintah Nomor 97 Tabun 2012 tcntang Rctrihusi
Pengendalian Lalu Limas dan Retribusi Perpanjangan lzin
Mcmpekerjakan Tenago Kerja Asing [Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 535!l);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200<) tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerab(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049).

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerab
(Lcmbaran Neg31'a Rcpublik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244.
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5587)
scbagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngnn Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 len lang Perubahan kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tshun 2014 tcntang Pemcrintahan Daerah
[Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahart LemhFlJ'l:ITINegara Republik Indonesia Nomor 5679):

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteriagakerjaan
(l.cmbaranNegara Republik Indonesia Tarrun 2003 Nomor 39.
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4278);

1. Undang-Undnng Nemer 28 tahun 1959 tenrang Pernbenrukan Daerah
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatcra Selatan (Lembaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nornor 73. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Noruor 18211:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam buruf
a, perlu menetapkan Kepurusan Walikora ientang Pcnghapu""n Piurang
Retribusi Perpanjangan lzln Mernpekerjakan Tcnaga Kerja Asing:

a. babwa berdasarkan Berita Acara Pcnctapan Kadaluarsa Penagihan
Retribusi Pcrpanjangan Izin Mempckerjakan Tenaga Kerja Asin!:
Nomor Tanggal , terdapat piuiang rerribusi
perpanjangan lzin McmpckeIjakan Tcnaga Kerja Asing tahun ......
sampai deugan tahun yang tidak dapat ditagih lagi karena telah
kadaluarsa;

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRlBUSI
PERPAt'lJANGAN IZIN MEMPF.KERJAKAN TENAGA KER.J.A. ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBMC,

T8NTANG

KEPUTUSi\N WALIKOTA Pi\[,EMBANG
NOMOR TABUi'{ 20 .

LAMPIRAN V
PERATURJ\!'1WALlKOTA PALEMDANG
NOMOR /Ill TAHUN2016
T~NTANG PETUNJUK Pl:~LAKSANAANPERATURAN
DA£RAH KOTAPALEMBANG NOMOR 14TAflUN
2015 TF.NTANG RETRH3USI PERf'AN.JANGAN IMTA

Mengingat

Mcnimbang



HARNOJOYO

Tembusan disampaikan kepada yth:
1. Sekretaris Daerah Kola Palcrnbang
2. Kepala 8adan Pengelola Keuangan clan Asct Daerah Kota Palembang
3. Kepala Inspekrur Kola Palembang
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang

HARNOJOYO

WALIKOTAPALEMBANO.

Ditcrapkari eli Palernbaug
pada tangga I

Kepurusan Walikora ini mulai berlaku pnda ianggal ditetapkanKE1'IGA

: Kepala Dinas Tennga Kcrja Kota Palembang alas nama Walikuta Palembang
menetapkan rincian alas besamya pcnghapusan piutang retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Dikturn Kesatu

KEDUA

Menghapus piutang retribusi perpanjangan lzin Mcmpekerjakan Tennga
Kerja Asing tahun .... sampai dcngan tahun ..... sebagaimana yang
tercantum dalam Lampiran KeputUsan ini.

KESATU

Menetapkan :
MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Daerah Kula Palembang Nornor 14 Tabun 2015 tentang
Rctribusi Perpanjangan lzin Mempckerjakan Tenaga Kcrja Asing
(Lembaran Daerah KOla Palembang Tahun 2015 Nomor J 4);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik indonesia
Nomur 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja
Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 IS Nomor 964);




